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ABSTRAK 

Costan Oktemka. “Pendekatan Pluralisme Hukum Terhadap Eksistensi Peradilan Adat  

Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Adat La Pago  Kabupaten Pegunungan 

Bintang”, dibimbing oleh Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan 

Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.. sebagai pembimbing II. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan 

mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data 

wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-

undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah 

dengan tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi (kesimpulan).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pluralisme hukum dipakai untuk mendorong 

pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh negara. Salah satu keberhasilan gerakan ini 

adalah menggolkan aturan mengenai pengakuan dan penghormatan kesatuankesatuan 

masyarakat hukum adat hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B UUD 1945 pada 

amandemen kedua tahun 2000. Selain itu, kemunculan TAP MPR Nomor IX/2001 tentang 

Pembaharuan Agraria, yang di dalamnya diatur juga tentang masyarakat adat, juga tidak 

terlepas dari pengaruh pluralisme hukum. Sejak munculnya aturan ini, hampir semua produk 

hukum negara yang berkaitan dengan sumber daya alam memuat aturan mengenai 

masyarakat adat ini. Kajian terhadap pluralisme hukum hukum secara ontologis bukan 

hanya bermakna hukum materiilnya saja tetapi juga institusi peradilan yang berfungsi 

untuk menegakkan hukum materiil tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Mencermati dan memahami politik sistem pluralisme hukum dan multikulturalisme dan 

bukan paham unfikasi, maka peradilan adat yang hidup di dalam masyarakat hukum 

adat seharusnya mendapat acuan dasar yang kokoh dalam politik sistem hukum di 

Indonesia yang sistem civi law. Sehingga secara esensi perundang-undangan yang 

berlaku menunjukkan adanya inkonsistensi penerapkan politik sistem hukum terkait 

pengakuan peradilan adat. Di satu sisi, peradilan adat tidak mendapatkan tempat dan 

pengakuan politik sistem hukum dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sejak UU 

Drt No. 1 tahun 1951 hingga dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

kehakiman yang berlaku saat ini. Di sisi lain peradilan adat justru mendapatkan 

pengakuan dalam politik sistem hukum perundang-undangan di bidang pemerintahan 

daerah (eksekutif) melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua yang diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Sekalipun demikian, pengakuan terhadap peradilan adat masih terbatas hanya berlaku 

pada satu Provinsi yaitu Provinsi Papua yang memperoleh status Otonomi Khusus. 

Sedangkan Peradilan Adat merupakan bagian dari tungku adat yang dipraktikkan secara 

turun temurun sejak terbentuknya masyarakat hukum adat di wilayah Papua. Sebagai 

community justice system yang tumbuh dari bawah (bottom up) peradilan adat secara 

empinis tidak begitu menghiraukan ada atau tidaknya pengakuan (rekognisi) dari 

negara. Eksistensi peradilan adat ditentukan oleh dan tergantung pada eksistensi 

masyarakat hukum adat sendiri, sejauh masyarakat membutuhkan dan masih memiliki 

kepercayaan terhadap kepala adat maka ia akan tetap hidup dalam sistem sosial mereka.  

 

 

Kata Kunci : Pluralisme Hukum, Peradilan Adat, Pelanggaran atau Sengketa 
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ABSTRACT 

Costan Oktemka. “Legal Pluralism Approach to the Existence of Customary Courts in 

Indigenous Law Communities in the La Pago Customary Territories, Gunung Bintang 

District”, supervised by Dr. Frans Reumi, S.H,. M.A,.M.H. and Dr. Kadir Katjong, S.H., 

M.A  

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature which 

is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from 

primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history 

and comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data 

reduction, data presentation and verification (conclusion. 

The result shows that legal pluralism is used to encourage recognition of the existence of 

indigenous peoples by the state. One of the successes of this movement was passing 

regulations regarding the recognition and respect of customary law community units for their 

traditional rights in Article 18B of the 1945 Constitution in the second amendment of 2000. 

In addition, the emergence of TAP MPR Number IX/2001 concerning Agrarian Reform, 

which also regulates regarding indigenous peoples, is also inseparable from the influence of 

legal pluralism. Since the emergence of this rule, almost all state legal products related to 

natural resources contain rules regarding this customary community. The study of 

ontological legal pluralism does not only mean material law but also a judicial institution 

that functions to uphold this material law in the life of the nation and state. Observing and 

understanding the politics of the system of legal pluralism and multiculturalism and not the 

notion of unification, the customary justice that lives within the customary law community 

should receive a solid basic reference in the political system of the legal system in Indonesia, 

which is a civil law system. So that in essence the applicable legislation shows that there is 

inconsistency in the application of legal system politics related to the recognition of 

customary justice. On the one hand, customary justice does not get a place and political 

recognition of the legal system in the judiciary power law since Law No. Drt. 1 of 1951 to 

Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which is currently in force. On the other 

hand, customary justice has actually received recognition in the politics of the statutory legal 

system in the area of regional government (executive) through Law no. 21 of 2001 

concerning Special Autonomy for the Province of Papua. Even so, recognition of customary 

justice is still limited to only one province, namely the Province of Papua, which has received 

Special Autonomy status. Meanwhile, the Adat Court is part of the customary law which has 

been practiced from generation to generation since the formation of the customary law 

community in the Papua region. As a community justice system that grows from the bottom 

(bottom up) customary justice empirically does not really care whether there is recognition 

(recognition) from the state. The existence of customary justice is determined by and depends 

on the existence of the customary law community itself, as long as the community needs and 

still has trust in the customary head, he will continue to live in their social system. 

 
 

 

Keyword: Legal Pluralism, Customary Justice, Offenses or Disputes 
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(Yeremia 29:11) 
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